
 

 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA 
 
 
RANCANGAN 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
 

NOMOR  41 TAHUN  2012 
 

T E N T A N G 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang         : : bahwa  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor   16   Tahun   1950   tentang    Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 859); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

 
 



 

  

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya 

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun  1950 Nomor 59); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005  

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 

Nomor 51 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 

Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah  Kota 

Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 

Daerah  Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah  Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 

11); 

20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah  

Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 98); 

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor  89 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

(Berita Daerah  Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 89); 

 



 

  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan       : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2011. 

 
                  Pasal  1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 

1. Pendapatan :     

 a Pendapatan Asli Daerah Rp 228.870.559.645,59   

 b Dana Perimbangan Rp 500.613.750.497,00   

 c Lain-lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah 

 
Rp 

   
222.197.122.480,00 

 
+ 

 

  
Jumlah Pendapatan   Rp 951.681.432.622,59  

2. Belanja :     

 a Belanja Tidak Langsung     
  1) Belanja Pegawai Rp 515.295.853.379,00   

  2) Belanja Bunga Rp 235.378.946,03   

  3) Belanja Subsidi Rp -   

  4) Belanja Hibah Rp   59.495.647.781,00    

  5) Belanja Bantuan 
Sosial 

 
Rp 

    
31.531.674.575,00  

  

  6) Belanja Bagi Hasil 
kepada Kota dan 
Pemerintahan Desa 

 
 

Rp 

 
 

- 

  

  7) Belanja Bantuan 
Keuangan kpd Kota 
dan Pemerintahan 
Desa 

 
 
 

Rp 

 
 
 

- 

  

  8) Belanja Tidak 
Terduga 

 
Rp 

         
1.452.691.600,00  

 
+ 

 

      Rp 608.011.246.281,03  
        
 b Belanja Langsung     

  1) Belanja Pegawai Rp 92.851.600.968,00   

  2) Belanja Barang dan 
Jasa 

 
Rp 

 

172.004.549.017,00 

  

  3) Belanja Modal Rp 59.151.111.077,00 +  

      Rp 324.007.261.062,00 

   Jumlah Belanja   Rp 932.018.507.343,03  

   Surplus/(Defisit)   Rp 19.662.925.279,56 
 

3. Pembiayaan :     

 a. Penerimaan Rp 76.344.134.177,17   

 b. Pengeluaran Rp 561.652.154,86     

  Jumlah Pembiayaan Netto  Rp 75.782.482.022,31    

 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 95.445.407.301,87 

 
 

 

 

 



 

  

 
Pasal  2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan 
Walikota ini. 

              
 Pasal  3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih 
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal  4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal  5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

 Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 28 Agustus 2012 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd 

 

 

HARYADI SUYUTI 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 28 Agustus 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

 

ttd 

 

TITIK SULASTRI 

 

 
 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 41 


